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ABSTRACT 
The management of the School Operational Assistance (BOS) funds in Indonesia is a key element in efforts to improve 
the quality of education. This study examines the application of spiritual values, particularly Islamic values, in the 
management of BOS funds to enhance transparency and accountability. Although the management of BOS funds has 
shown progress, challenges such as fund conservation and weak internal controls remain problematic. This research 
employs a literature study approach by collecting and analyzing various relevant written sources, including books, journal 
articles, research reports, and official documents related to BOS fund management. The integration of spiritual values is 
expected to shape the character of fund managers and strengthen their sense of responsibility in the utilization of 
educational funds. The study finds that embedding the principles of accountability, transparency, and fairness in the 
management of BOS funds can increase public trust in the education system. Thus, this research makes an important 
contribution to the academic literature concerning the relationship between spiritual values and the management of 
educational funds. 
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ABSTRAK 
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia merupakan elemen kunci dalam upaya 
meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini mengkaji penerapan nilai-nilai spiritual, khususnya nilai-nilai Islam, 
dalam pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun pengelolaan dana BOS 
telah menunjukkan kemajuan, tantangan seperti dana konservasi dan pengendalian internal yang lemah masih menjadi 
masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi Pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai 
sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen resmi terkait pengelolaan 
dana BOS. Penanaman nilai-nilai spiritual diharapkan dapat membentuk karakter pengelola dana dan meningkatkan 
kesadaran akan tanggung jawab dalam penggunaan dana pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi 
prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan dana BOS dapat meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur 
akademik mengenai hubungan antara nilai-nilai spiritual dan pengelolaan dana pendidikan. 
 
Kata Kunci: Pengelolaan, Dana BOS, Nilai-Nilai Spiritual  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cara sitasi: Nurdin., Asyiyah, I. N., Haera, M., Julianti, C. M., & Bagaskara, A. (2025). Implementasi nilai-nilai spiritual 

terhadap pengelolaan dana bos. J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan), 6 (3), 975-987.  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
mailto:nurdin_adpen@upi.edu
mailto:1
mailto:2
mailto:3
mailto:chantikamarsa@upi.edu%204
mailto:nurdin_adpen@upi.edu5


Article history: Submit 2025-01-07 | Accepted 2025-10-03 | Published 2025-10-30 

 

976 Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4. 0 Internasional.  

PENDAHULUAN 
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan aspek penting dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Idealnya, pengelolaan dana BOS harus dilakukan 
dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi 
yang berlaku (Rachmawati, 2023; Sunarya dkk., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan 
prinsip-prinsip tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas 
penggunaan dana BOS dalam mendukung program pendidikan (Rahman, 2023; Batubara, 2023).  

Meskipun terdapat banyak penelitian yang mengkaji aspek ini, masih terdapat tantangan 
dalam implementasinya di lapangan. Realitas saat ini menunjukkan bahwa banyak terjadi konservasi 
dana BOS, yang mencakup pengelolaan yang tidak transparan dan akuntabel (Hamidi dkk., 2023; 
Pebriyanti, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal yang lemah dan kurangnya 
pemahaman tentang regulasi menjadi faktor penyebab utama terjadinya inhibitor ini. Hal ini 
mengakibatkan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana 
pendidikan justru tidak dimanfaatkan secara optimal (Sine et al., 2021; Masruroh & Fitriani, 2021) 

 Salah satu pendekatan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan 
menginternalisasikan nilai-nilai spiritual, khususnya nilai-nilai Islami dalam pengelolaan dana BOS. 
Penanaman nilai-nilai ini diharapkan dapat membentuk karakter dan etika pengelola dana, sehingga 
tercipta kesadaran akan tanggung jawab dalam penggunaan dana pendidikan (Qomariyah, 2022; 
Syihabuddin, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dapat berperan penting dalam 
meningkatkan integritas dan akuntabilitas individu (Rochmat, 2024). 

Meskipun banyak penelitian yang membahas tentang pengelolaan dana BOS, masih 
terdapat kekurangan dalam kajian yang berkaitan dengan antara pengelolaan dana dengan nilai-nilai 
spiritual. Penelitian yang secara khusus mengangkat tema ini masih sangat terbatas, sehingga 
menjadi ruang yang perlu diisi dalam literatur akademik (Ramdhani, 2023; Suwardhiti, 2024).  

Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi hubungan antara 
pengelolaan dana BOS dan nilai-nilai spiritual dalam konteks pendidikan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengisi kekurangan tersebut dengan mengkaji bagaimana penginternalisasian nilai-nilai 
spiritual dapat berkontribusi terhadap pengelolaan dana BOS yang lebih baik. Dengan pendekatan 
ini, diharapkan dapat ditemukan model pengelolaan yang tidak hanya efektif secara administratif, 
tetapi juga etis dan bertanggung jawab (Murni, 2023; Suryani, 2024).  

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara aspek spiritual dan pengelolaan dana 
pendidikan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang 
yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh 
penginternalisasian nilai-nilai spiritual terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah di 
Indonesia”. Rumusan ini akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi 
hubungan antara nilai-nilai spiritual dan efektivitas pengelolaan dana BOS. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang 
merupakan metode dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai 
sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Metodologi ini bertujuan untuk memahami 
fenomena yang diteliti dengan cara mengkaji literatur yang sudah ada, termasuk buku, artikel jurnal 
berstandar sinta, laporan penelitian, dan dokumen lainnya tentang pengelolaan Dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), peneliti mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dari pengelolaan dana 
tersebut yang ingin diteliti, seperti akuntabilitas, transparansi, atau dampak penggunaan dana 
terhadap kualitas pendidikan (Sine et al., 2021; Hamidi et al., 2023). 

Peneliti harus mencari sumber-sumber yang relevan dengan topik yang telah ditentukan. Hal 
ini dapat dilakukan melalui database akademik, perpustakaan, atau sumber online lainnya. Peneliti 
perlu mengumpulkan artikel, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS dan 
isu-isu yang relevan (Hamidi et al., 2023).  
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Peneliti melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan. Ini 
melibatkan penilaian kualitas dan relevansi setiap sumber, serta mengidentifikasi kesenjangan 
dalam literatur yang ada. Peneliti juga harus mencantumkan referensi dari semua sumber yang 
digunakan dalam penelitian, sesuai dengan format yang ditentukan, seperti gaya penulisan APA 
atau IEEE (Ode, 2022; Muryati, 2016). Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk 
membangun dasar teori yang kuat untuk penelitian selanjutnya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Tantangan Implementasi Pengelolaan Dana BOS 

Implementasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia, 
meskipun secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meringankan beban 
orang tua siswa, menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya di lapangan. 
Beberapa sekolah, seperti yang terlihat di SMPK Santo Yoseph Noelbaki, telah menunjukkan 
kemajuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini. Penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran Sekolah (RKAS) yang tepat waktu serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses 
perencanaan mencerminkan adanya kesadaran dan upaya untuk memenuhi tujuan program BOS. 
Namun, meskipun perencanaan berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan, tantangan utama 
yang dihadapi adalah keterlambatan penyaluran dana serta kurangnya sosialisasi dari dinas 
pendidikan. Hal ini menghambat efektivitas pengelolaan dana dan mengurangi dampak positif yang 
seharusnya diperoleh dari kebijakan ini, terutama dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif 
dan memenuhi kebutuhan operasional sekolah (Muki, 2023). 

 Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kendala yang serupa juga terjadi di banyak 
sekolah lainnya, seperti di SD N Bekelan, Kulon Progo, dan Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu. 
Di SD N Bekelan, misalnya, meskipun dana BOS telah berhasil meringankan beban orang tua, 
terutama yang berasal dari keluarga miskin, dan memberikan kontribusi pada pemenuhan sarana 
prasarana, tantangan yang muncul adalah ketergantungan pada pemerintah daerah dalam 
pengadaan pelatihan guru serta pengelolaan infrastruktur yang belum optimal. Begitu juga di 
Madrasah Aliyah Alkhairaat, meskipun faktor komunikasi yang efektif, kesiapan sumber daya 
manusia, dan disposisi yang mendukung memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan 
implementasi BOS, tetap ada kendala dalam hal pelatihan yang kurang memadai, keterbatasan 
sumber daya, serta kurangnya kewenangan pelaksana. Hal ini menandakan bahwa meskipun 
kebijakan BOS memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, implementasinya 
masih terhambat oleh beberapa faktor yang membutuhkan perhatian lebih (Perdana, 2016; Aldat et 
al., 2024). 

 Selain itu, di beberapa daerah seperti SD PAB 14 Kabupaten Deli Serdang, masalah dalam 
pengelolaan dana BOS muncul dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan 
keuangan. Meskipun perencanaan dan pelaksanaan sudah dilakukan dengan baik, kendala dalam 
pelaporan dan pengawasan dana mengindikasikan pentingnya evaluasi berkala dan transparansi 
yang lebih baik. Implementasi yang transparan dan akuntabel diperlukan agar dana BOS benar-
 benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, 
sarana prasarana, dan pengembangan kurikulum, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada 
peningkatan mutu sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan 
dana yang terencana dengan baik dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar tujuan 
kebijakan ini tercapai secara optimal (Nugraha et al., 2023). 

 Sementara itu, beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas 
pelaksana di tingkat sekolah dan penguatan struktur organisasi dalam implementasi kebijakan BOS. 
Di Kabupaten Blora, misalnya, meskipun sosialisasi dan pelatihan telah dilaksanakan secara rutin 
oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, masih ada kendala terkait kekurangan tenaga 
kerja PNS di sekolah serta keterbatasan keterampilan pengelola dalam akuntansi keuangan yang 
mempengaruhi ketepatan pelaporan. Kendala ini menggambarkan pentingnya peningkatan 
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kompetensi pengelola dana BOS serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini 
juga menunjukkan perlunya pemerintah dan otoritas pendidikan untuk lebih fokus pada peningkatan 
kapasitas pelaksana dan memastikan koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait agar dana 
BOS dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan (Permatasari, 2022). 

 Implikasi kebijakan ini bagi pemerintah dan otoritas pendidikan adalah perlunya perbaikan 
dalam tata kelola pengelolaan dana publik di sektor pendidikan. Penguatan komunikasi, 
transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sangat penting untuk memastikan 
dana ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, peningkatan sosialisasi kepada pihak 
sekolah dan masyarakat tentang penggunaan dana BOS, serta peningkatan kapasitas pelaksana di 
tingkat sekolah, harus menjadi prioritas. Dengan memperbaiki struktur birokrasi, prosedur 
operasional, serta memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, pemerintah dapat memastikan 
bahwa kebijakan BOS dapat dilaksanakan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih 
signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia (Sasmita et al., 2024; Kotimah & 
Sukmana, 2023). 

 Secara keseluruhan, meskipun implementasi dana BOS telah memberikan dampak positif 
dalam mengurangi beban orang tua siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan, realitas di 
lapangan menunjukkan bahwa masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi. Keterlambatan 
penyaluran dana, kurangnya sosialisasi, dan kendala dalam kapasitas pengelola di sekolah menjadi 
hambatan utama yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan kebijakan 
ini, pemerintah dan otoritas pendidikan harus terus memperkuat tata kelola dalam pengelolaan dana 
publik, dengan meningkatkan koordinasi, transparansi, akuntabilitas, serta kapasitas pelaksana di 
tingkat sekolah agar dana BOS dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan 
yang lebih baik di masa depan (Yusriati et al., 2021; Tinggogoy, 2019). 

 
B. Penerapan Pengelolaan Dana dalam Perspektif Islam 

1. Pengelolaan dana pendidikan yang sesuai dengan prinsip Islam memang berpotensi 
besar untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Hal ini 
dikarenakan prinsip-prinsip dalam islam pengelolaan keuangan menekankan pada akuntabilitas dan 
transparasi. 

Firman Allah Swt: 
 َ كَُُوۡا بِِلعَۡدۡلِ اِنَّ الٰلّه ى اهَۡلِهاَ ۙ وَاِذَا حَكََتُُۡۡ بيََۡۡ النَّاسِ اَنۡ تََۡ نهتِ اِلٰه وا الَۡۡمه مُرُكُُۡ اَنۡ تُؤَدُّ ا يعَِظُكُُۡ بِه   ؕيََۡ َ نعِِمَّ ا ؕ اِنَّ الٰلّه ا بصَِيًۡۡ يۡعًۢ َ كََنَ سََِ   اِنَّ الٰلّه

Innallaha ya’murukum an tu’addul-amanati ila ahliha, wa iza hakamtum bainan-nasi an 
tahkumu bil-adl(i), innallaha ni’imma yaizukum bih(i), innallaha kana sami’am-basira 

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 
dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan 
adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat (Q.S An- Nisa: 58). 

Pada ayat ini dijelaskan bahwa seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban 
menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Sementara secara umum 
Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas amanah yang diberikan kepadanya. Maka 
seseorang yang menjalani amanah harus memiliki sikap jujur. Pengelola dana harus bertanggung 
jawab penuh atas pengelolaan dana yang dipercayakan. Pertanggung jawaban ini tidak hanya 
didunia, tetpi juga dihadapan Allah SWT. Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas 
persfektif islam dapat terwujud jika pemerintahan memiliki kewajibannya menyampaikan amanah 
atau pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dimana pertanggung jawaban tersebut harus 
berdasarkan hukum yang telah ditetapkan (Onsardi, 2020) 

Transparansi secara harfiyah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan 
demikian dapat disebutkan trasparansi merupakan keterbuakaan dalam melaksanakan suatu proses 
kegiatan. Adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan dilingkungan organisasi dan 
pemerintah, maka keadilan dapat ditumbuhkan. Semua sumber dan penggunaan dana harus dicatat 
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dan dilaporkan secara terbuka dan jujur. Masyarakat berhak mengatahui dari mana dana berasal 
dan untuk apa saja dan tersebut digunakan.  

Firman Allah SWT  
ى اَجَلٍ مُّسَمًّى فاَكۡتبُُوۡهيه   ا اِذَا تدََاينَتُُۡۡ بِدَيۡنٍ اِلٰه مَنُوۡ  يۡنَ اه ِ اَ الََّّ َّيۡنكَُُۡ كََتبٌِۢ بِِلعَۡدۡلِ  ـاَيُُّّ    وَلَۡ يََۡبَ كََتبٌِ اَن يَّكۡتبَُ ُ ۚوَليَۡكۡتبُ ب

Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu 

yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (catatkanlah) (Q.S. AlBaqarah: 282).” (Onsardi, 
2020) 

2. Pendidikan sangat penting bagi manusia untuk berkembang, pendidikan adalah 
penanaman potensi manusia yang disengaja melalui cara formal atau informal yang diterima secara 
umum oleh masyarakat luas. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan keuangan 
yang memadai. Managemen pendidikan adalah proses mengoptimalkan sumber dana yang ada, 
mengalokasikan dana yang tersedia, dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana yang 
mendukung proses pembelajaran. Management pembiayaan pendidikan adalah bagaimana sumber 
dana yang ada dapat dikelola secara professional untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara 
pendidikan. Sekolah harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip yaitu akuntabilitas, 
transparansu, integritas, konsisten, dan efektivitas dan efesien (Jannah, 2024). 

Dana BOS merupakan dana yang diberikan   oleh   pemerintah   kepada   lembaga 
pendidikan denguan tujuan untuk peningkatan akses pendidikan masyarakat, terutama masyarakat 
yang dikategorikan miskin.  Sasaran pemerintah   dalam   pengalokasian   dana   BOS adalah 
lembaga-lembaga pendidikan yang berada di seluruh Indonesia, baik itu negeri maupun swasta. 
Lembaga   pendidikan   dalam mengelola dana BOS harus memiliki kemampuan dalam penyusunan 
anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan.  Pengelolaan ini harus dilakukan secara terbuka dan 
bertanggungjawab (Said et al., 2024). 

Optimalisasi manajamen dana BOS ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu 
Madrasah. Manajamen dana BOS MA Plus Munirul Arifin NW Praya dikontrol langsung oleh    
Kepala    Madrasah. Kepala    Madrasah mengontrol   segala   prosedur   yang   berkaitan dengan 
dana BOS. Penyusunan anggaran    dana    BOS    disusun bersama oleh tim manajemen BOS 
berdasarkan kebutuhan prioritas dan non prioritas dari hasil pengisian EDM Madrasah. Kepala 
sekolah mengontrol pengalokasian dana BOS untuk memastikan pengalokasian dan pembelanjaan 
yang sesuai dengan rencana pembelajaran (Said et al., 2024). 

Implementasi prinsip syariah pada pengelolaan dana publik, termasuk Dana BOS, menjadi 
tantangan tersendiri. Salah satu contoh penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan Dana BOS di 
MI Robithoh Islami Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal adalah dengan 
melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana.  Melalui 
forum musyawarah yang melibatkan orang tua dan guru, sekolah dapat memastikan bahwa 
keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini sejalan dengan 
prinsip keadilan, di mana setiap suara dianggap penting dan berharga. Transparansi juga menjadi 
kunci dalam pengelolaan dana syariah. MI Robithoh Islami menerapkan sistem pelaporan yang 
terbuka, di mana setiap penggunaan Dana BOS dilaporkan secara berkala kepada masyarakat. 
Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana dana tersebut 
digunakan dan memberikan masukan jika diperlukan. Penelitian oleh Utami (2021) menunjukkan 
bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga   pendidikan   meningkat   seiring   
dengan   adanya   transparansi   dalam   pengelolaan keuangan (Maarif, Z., 2024) 

3. Para pengelola dana sekolah memegang peran krusial dan dituntut untuk bertindak 
dengan integritas tinggi, berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tanggung jawab etis melampaui 
sekadar kepatuhan terhadap peraturan formal. Ia mencakup dimensi moral dan spiritual yang 
mendasari setiap tindakan. Pengelolaan dana BOS telah diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan. Dasar hukum pelaksanaan penyaluran dana BOS diatur melalui 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas 
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis 
bantuan operasional regular (Pardede, L., 2021). 

Kepala sekolah tidak boleh sendirian dalam mengelola dana BOS, beliau dibantu oleh tim 
BOS sekolah yang terdiri dari lima orang yaitu, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, 
bendahara, guru, komite sekolah dan orang tua/wali peserta didik diluar komite sekolah. Para 
pengelola dana BOS ini harus berintegritas, bertindak jujur, adil dan trasnparan dalam setiap 
transaksi keuangan. Agar terhindar dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika terjadi 
penyimpangan atau penyelewengan maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 21 
bahwa “Tim BOS sekolah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimanan dimaksud pada ayat 
(1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sanksi yang 
dijatuhkan dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana bila ternyata melanggar KUH 
Pidana dan UU tentang Tipikor (Pardede, L., 2021).  

 
C. Prinsip-prinsip Ajaran Islam dalam Pengelolaan Dana 
1. Amanah 

Amanah berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk mashdar dari kata amānatan, yang 
berarti jujur atau dapat dipercaya. Dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai pesan atau 
perintah. Amanah adalah suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang 
diserahkan kepada nya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak (Muh. Tang S, 2022). 
Konsep amanah meliputi tanggung jawab dalam memenuhi perjanjian, mengelola urusan muamalah, 
berinteraksi dalam kehidupan sosial dan bernegara, serta menjalankan tugas-tugas keagamaan 
(Barsian et al., 2024). 

Dalam perspektif Islam, menjaga amanah adalah refleksi dari kekuatan iman seseorang. 
Orang yang memiliki iman yang kuat berusaha sebaik mungkin untuk menjaga amanah, sedangkan 
orang yang imannya lemah cenderung mengabaikannya. Terdapat enam kata amanah yang 
tersebar dalam Al-Quran, yaitu Q.S. Al-Ahzab: 72 tentang amanah sebagai tugas atau kewajiban; 
Q.S. Al-Baqarah: 283 tentang amanah sebagai hutang atau janji yang harus ditunaikan; Q.S. An-
Nisa’: 58 tentang amanah sebagai tugas yang harus disampaikan pada yang berhak; Q.S. Al-Anfal: 
27 tentang menjaga amanah; Q.S. Al-Mukminun: 8 tentang anjuran memelihara amanah; dan Q.S. 
Al-Ma’arij: 32 tentang anjuran memelihara amanah (Hermawan et al., 2020).  

Menjalankan amanah dalam bermasyarakat dan bernegara, termasuk dalam hal mengelola 
dana yang merupakan titipan dari pemerintah kepada pihak sekolah, harus disampaikan sesuai 
peruntukan dan target penerima yang tepat. Q.S An-Nisa ayat 58 menjadi landasan dalam 
membahas permasalahan terkait hal tersebut.  

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 
ىَّاهَْلِهَاَّۙوَاذِاََّحَكَمْتمَُّْبَيْنََّالن اسَِّانََّْتحَْكُمُوْاَّبِالَّْاِن َّ ۞

ََّيَأمُْرُكمَُّْانََّْتؤَُدُّواَّالَْْمٰنٰتَِّالِٰٰٓ اَّيَعِظُكمَُّْبهَََِّّّٖۗاللّٰه ََّنِعِم  َّاللّٰه عدَلََِّّْۗاِن 

ََّكَانََّسَمِيْعًاَّۢبصَِيْرًا َّاللّٰه  اِن 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila 

kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat.” (An-Nisā'  [4]:58) 

 Melalui ayat ini Allah memerintahkan manusia agar menunaikan amanah kepada ahlinya 
(yang berhak menerimanya). Kata “ahl” dalam ayat tersebut merujuk pada makna profesional, ahli, 
patut atau layak menerima apa yang diamanahkan. Hamka berpendapat bahwa ayat ini merupakan 
ajaran Islam yang wajib dipegang oleh penguasa-penguasa, memberikan amanat hendaklah kepada 
ahlinya (Barsian et al., 2024).  
2. Transparansi dan Akuntabilitas 

 Dalam Islam, transparansi (kejelasan dalam segala tindakan) dan akuntabilitas 
(pertanggungjawaban) adalah prinsip penting dalam segala hal, termasuk pengelolaan keuangan. 
Transparansi menjadi elemen utama dalam mencapai tata kelola yang baik, khususnya dalam 
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pengelolaan keuangan. Transparansi dalam laporan keuangan memungkinkan semua pihak yang 
berkepentingan untuk memperoleh akses terbuka terhadap informasi terkait sumber daya keuangan, 
bagaimana dana tersebut digunakan, serta pertanggungjawaban penggunaannya. Dengan cara ini, 
masyarakat dan pihak terkait dapat dengan mudah mengetahui dan memantau informasi tersebut 
(Windasari, 2024).  Sedangkan akuntabilitas adalah tanggung jawab dalam mengelola suatu sistem 
guna menghasilkan informasi keuangan yang mencakup pencatatan, pelaporan, dan interpretasi 
data ekonomi. Informasi ini digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Akuntabilitas 
merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Batubara et al., 2024).  Allah 
Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

َّوَلََّْيَأبََّْكَاتِبٌَّانََّْي كْتبََُّكَمَاَّ َّبِالْعدَلِِْۖ َّوَلْيَكْتبَُّْب يْنَكمَُّْكَاتبٌِۢ ىَّفَاكْتبُُوْهُۗ سَمًّ ىََّّاجََلٍَّمُّ
اَّاذِاََّتدَاَيَنْتمَُّْبدِيَْنٍَّالِٰٰٓ يٰٰٓايَُّهَاَّال ذِيْنََّاٰمَنُوْٰٓ

َّسَفِيْهًاَّاوََّْضَعِيْفًاَّاوََّْ ََّرَب هَّٗوَلََّْيبَْخَسَّْمِنْهَُّشَيَّْـًٔاََّّۗفََّاِنَّْكَانََّال ذِيَّْعَلَيْهَِّالْحَقُّ َّوَلْيَت قَِّاللّٰه ذِيَّْعَلَيْهَِّالْحَقُّ
َّوَلْيمُْلِلَِّال  َُّفلَْيَكْتبُْْۚ عَل مَهَُّاللّٰه

نََّّْ مِم  امْرَاتَٰنَِّ و  فرََجُلٌَّ رَجُلَيْنَِّ يَكُوْنَاَّ ل مَّْ فَاِنَّْ َّ جَالِكمُْْۚ ر ِ مِنَّْ شَهِيْديَْنَِّ وَاسْتشَْهِدوُْاَّ َّ باِلْعدَلِْۗ وَلِيُّهَّٗ فلَْيُمْلِلَّْ هُوََّ َّ يُّمِل  انََّْ يَسْتطَِيْعَُّ لََّْ

تكَْتبُُوْهََُّّ انََّْ اَّ تسَْـَٔمُوْٰٓ وَلََّْ دعُُوْاََّّۗ اذِاَََّّمَاَّ اءَُّ
الشُّهَدََۤ يَأبََّْ وَلََّْ الْْخُْرٰىَّۗ اِحْدٰىهُمَاَّ رََّ فتَذُكَ ِ اِحْدٰىهُمَاَّ َّ تضَِل  انََّْ اءَِّ الشُّهَدََۤ مِنََّ ترَْضَوْنََّ

َّٰٓانََّْتكَُوْنََّتجَِارَةًَّحَاضِرَةًَّتدُِيْرُوْنَهَاَّبيَْنَكمََُّّْ اَّاِلْ  َّترَْتاَبُوْٰٓ َّالَْ  هَادةََِّوَادَْنٰىٰٓ َِّوَاََّقْوَمَُّلِلش  َّذٰلِكمَُّْاقَْسَطَُّعِنْدََّاللّٰه ىَّاجََلِهٖۗ
صَغِيْرًاَّاوََّْكَبِيْرًاَّالِٰٰٓ

َََّّۗ بكِمََُّّْۗوَات قُواَّاللّٰه َّ فَاِن هَّٗفُسُوْقٌۢ وَاَِّنَّْتفَْعلَُوْاَّ ەَّۗ لََّْشَهِيْدٌََّّ كَاتِبٌَّو  َّ يُضَاَۤر  تبََايَعْتمََُِّّْۖوَلََّْ اَّاذِاََّ َّتكَْتبُُوْهَاَّۗوَاشَْهِدوُْٰٓ عَلَيْكمَُّْجُنَاحٌَّالَْ  فلََيْسََّ

َّشَيْءٍَّعَلِيْم َُّبِكلُ ِ ََُّّۗوَاللّٰه وَيُعلَ ِمُكمَُُّاللّٰه ٌ 
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana 
Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu 
mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia 
menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), 
atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah 
kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) 
seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi 
(yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. 
Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai 
batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih 
dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu 
merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu 
jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat 
mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), 
sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan 
pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah  [2]:282) 

 Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan yang rapi dan transparan, sehingga 
mencerminkan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam setiap aktivitas keuangan. Melalui ayat ini 
pula, umat Islam didorong untuk mencatat setiap transaksi, baik yang melibatkan uang tunai maupun 
non-tunai. Tujuannya agar semua transaksi dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan dengan 
baik.  Islam memandang akuntansi bukan hanya sebagai pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai 
cara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kepada Allah Swt. dan memenuhi tanggung jawab 
sosial serta moral kepada masyarakat (Windasari, 2024).  

Ayat ini juga menjadi landasan prinsip transparansi dalam Islam, di mana sikap siddiq (jujur) 
adalah elemen penting dalam pengelolaan keuangan. Siddiq mengacu pada kejujuran dalam 
memperoleh, mengelola, dan menyampaikan informasi yang sejalan dengan prinsip transparansi 
yang mengedepankan keterbukaan. Berdasarkan prinsip ini, penerapan transparansi anggaran 
menjadi suatu keharusan (Sari et al., 2022). 
3. Keadilan 

Kata adil dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab ‘adl. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI), adil diartikan sebagai: (1) tidak berat sebelah atau tidak memihak, (2) 
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berpihak kepada kebenaran, dan (3) bertindak sesuai dengan kepatutan atau tidak sewenang-
wenang (Nurain, 2024). Dalam Al-Quran, konsep adil memiliki berbagai makna: Pertama, adil berarti 
kesetaraan, yakni kesamaan hak individu, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisā' [4]: 58. Kedua, 
adil diartikan sebagai keseimbangan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Infiṭār [82]: 6-7. Ketiga, 

adil berarti memperhatikan hak setiap individu serta memberikan hak kepada pemiliknya. Terakhir, 
adil dalam konteks ilahi, sebagaimana tersirat dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 8 (Rangkuti, 2017). 

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia harus berlaku adil dan menegakkan keadilan 
dalam setiap tindakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

قَوْمٍَّ شَنَاٰنَُّ يَجْرِمَن كمَُّْ وَلََّْ َّ بِالْقِسْطِِۖ ءََّ شُهَداََۤ َِّ لِِلّه امِيْنََّ قَو  كُوْنُوْاَّ اٰمَنُوْاَّ ال ذِيْنََّ ََََّّّّيٰٰٓايَُّهَاَّ الَْ  اقَْرَبَُّعَلٰٰٓىَّ هُوََّ تعَْدِلُوْاَّاِۗعْدِلُوْاَّۗ

َّبمَِاَّتعَْمَلُوْنَّ ََّخَبِيْرٌۢ َّاللّٰه ََّاِۗن  َّوَات قُواَّاللّٰه  لَِلت قْوٰىِۖ
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) 

saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong 
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Mā'idah [5]:8) 

 Ayat ini menggarisbawahi bahwa orang-orang beriman harus menjadi individu yang teguh 
dalam menegakkan keadilan dan menjalankan tugas sosialnya dengan baik. Mereka juga diingatkan 
untuk tetap adil, meski ada dorongan emosional yang bisa menggoyahkan objektivitas mereka. 

Dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, prinsip keadilan menjadi landasan untuk 
merencanakan pendapatan, mengalokasikan dana, dan memberikan pelayanan terbaik bagi siswa, 
guru, dan karyawan, sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan (Alkurnia & Anggraini, 
2017). 
4. Efisiensi dan Penghindaran Pemborosan 

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan 
untuk menggunakan anggaran tanpa pemborosan, sehingga setiap pengeluaran memberikan 
dampak positif terhadap hasil pendidikan (Maulana et al., 2024). Pemborosan, yang dalam Islam 
disebut israf, diartikan sebagai pengeluaran yang tidak sejalan dengan ketaatan kepada Allah. Israf 
mencakup berbagai bentuk perilaku berlebihan, seperti dalam hal makan, minum, berpakaian, 
tempat tinggal, dan lainnya, yang dapat melanggar norma susila, agama, atau hukum (Ismail et al., 
2023). 

Islam melarang israf, termasuk gaya hidup bermewah-mewahan, karena dapat 
menimbulkan dampak negatif, seperti kurangnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya, 
munculnya sifat egois, dan kecenderungan mengikuti hawa nafsu. Akibatnya, uang sering kali habis 
untuk hal-hal yang tidak penting dan merugikan diri sendiri (Afrina & Achiria, 2019). 

Dalam konteks pendidikan, efisiensi memainkan peran penting untuk memastikan dana 
yang diterima sekolah digunakan secara optimal (Rahman, 2017). Meskipun anggaran sekolah 
sering kali mencukupi, pengelolaan yang tidak efisien dapat menyebabkan dana dialokasikan untuk 
kebutuhan non-prioritas, seperti kegiatan seremonial atau administrasi yang berlebihan. Sebaliknya, 
aspek penting seperti pelatihan guru dan pengadaan alat bantu belajar justru terabaikan, sehingga 
kualitas pendidikan tidak dapat ditingkatkan secara maksimal (Wulaningsih & Asriati, 2024). 
5. Kesetaraan dan Kesejahteraan Sosial 

Setiap yang mengandung manfaat bagi manusia disebut maslahah. Maslahah dalam 
bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara 
umum, istilah ini mencakup segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada manusia, baik dalam 
bentuk menghasilkan keuntungan atau kesenangan, maupun dalam bentuk menghindarkan dari 
bahaya atau kerusakan (Abbas, 2015). Konsep ini menjadi landasan penting dalam berbagai aspek 
kehidupan, termasuk pengelolaan dana pendidikan. 

Prinsip maslahah dalam pengelolaan dana pendidikan menekankan bahwa setiap 
keputusan keuangan harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, sesuai tujuan syariah 
(maqashid syari’ah). Pengelolaan dana pendidikan, sebagai bagian dari aktivitas muamalah, harus 
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memperhatikan aspek jalbul mashalih (mendatangkan manfaat) dan dar’ul mafasid (menghindari 
kerusakan), yang sejalan dengan maqashid seperti menjaga akal (hifzul aql) dan harta (hifzul mal). 
Dalam praktiknya, pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan dengan memastikan alokasi dana 
mendukung pencapaian manfaat langsung seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pengadaan 
fasilitas, dan kesejahteraan guru. Selain itu, pengelolaan dana harus transparan dan berkeadilan 
untuk menghindari potensi kerusakan seperti korupsi atau ketidakadilan dalam pendistribusian dana 
(Adinugraha & Mashudi, 2018). Dengan demikian, pengelolaan dana pendidikan dapat benar-benar 
mewujudkan nilai-nilai maslahah dalam mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan sosial. 
6. Tanggung Jawab Etis terhadap Harta 

Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola sesuai 
dengan prinsip syariah agar memberikan manfaat duniawi dan ukhrawi. Prinsip ini menuntut 
pengelolaan harta secara bijaksana, tanpa berlebihan (israf) atau menghamburkan (tabdzir), serta 
berorientasi pada kemaslahatan. Penggunaan harta harus memenuhi kebutuhan prioritas, menjaga 
keseimbangan antara konsumsi, investasi masa depan, dan kontribusi sosial melalui zakat, infaq, 
atau sedekah (Farikhin et al., 2022). 

Manusia tidak memiliki harta secara mutlak, melainkan hanya sebagai pemegang amanah 
yang bertanggung jawab atas penggunaannya. Allah Swt. berfirman dalam Qs. Al-Hadid: 7: 
"Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang 
Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-
orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala 
yang sangat besar." Ayat ini menegaskan pentingnya pengelolaan harta sebagai amanah untuk 
memberikan manfaat bagi sesama. 

Selain itu, Islam mengajarkan bahwa dalam harta seseorang terdapat hak orang lain, 
khususnya bagi yang membutuhkan. Qs. Adz-Dzariyat: 19 menyatakan: "Pada harta benda mereka 
ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta." Dengan demikian, harta tidak 
sepenuhnya menjadi milik pribadi, melainkan juga harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama 
sesuai ajaran Islam (Arviana et al., 2024). 

Dalam konteks pengelolaan dana pendidikan seperti Dana BOS, prinsip ini menjadi 
pedoman penting. Dana pendidikan harus dikelola dengan amanah, efisien, dan transparan untuk 
memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak terkait, termasuk siswa, guru, dan 
masyarakat. Alokasi dana perlu memprioritaskan kebutuhan utama, seperti peningkatan fasilitas 
belajar, kesejahteraan guru, serta akses pendidikan yang merata. Dengan menjadikan prinsip 
syariah sebagai pegangan, pengelolaan dana pendidikan dapat menciptakan kemaslahatan yang 
berkelanjutan dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih luas. 
7. Kepatuhan terhadap Hukum 

Dalam Islam, seluruh aspek kehidupan, termasuk pengelolaan keuangan, harus mematuhi 
prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti semua transaksi dan pengelolaan dana, seperti Dana BOS, 
wajib bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dana juga tidak 
boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti untuk tujuan yang 
tidak halal atau tidak memberikan manfaat. 

Penerapan prinsip syariah compliance dalam pengelolaan dana membantu menjaga 
integritas dana tersebut dan memastikan penggunaannya sesuai dengan hukum Islam. Prinsip ini 
mengharuskan aktivitas keuangan dijalankan berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis 
(Dalimunthe & Bastian, 2023). Dalam konteks Dana BOS, prinsip syariah compliance dapat menjadi 
pedoman utama untuk memastikan pengelolaan dana dilakukan dengan amanah dan sesuai dengan 
nilai-nilai Islam. 

Sebagai contoh, dana pendidikan harus dikelola secara transparan, di mana setiap 
penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas sesuai dengan prinsip syariah. Alokasi 
dana harus diarahkan untuk memaksimalkan manfaat, seperti meningkatkan kualitas fasilitas 
belajar, meningkatkan kesejahteraan guru, dan memastikan akses pendidikan yang adil bagi semua 
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siswa. Selain itu, pengelolaan dana harus memprioritaskan kebutuhan mendesak, seperti sarana 
pendidikan yang mendukung pembelajaran efektif, guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas 
(Tuzzaroh & Laela, 2022). 

Dengan menerapkan prinsip ini, pengelolaan Dana BOS tidak hanya menciptakan efisiensi 
dan efektivitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan, 
kemanfaatan, dan keberlanjutan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan. 
 
KESIMPULAN  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai spiritual, khususnya nilai-
nilai Islam seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi, berpengaruh signifikan 
terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah. Nilai-nilai tersebut terbukti mampu memperkuat 
integritas moral para pengelola, sehingga tata kelola dana pendidikan dapat berjalan lebih 
akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai spiritual, 
kelemahan sistem pengendalian internal serta keterbatasan pemahaman regulasi dapat 
diminimalisasi, sehingga dana BOS tidak hanya dikelola sesuai aturan administratif, tetapi juga 
berdasarkan kesadaran etis dan moral. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi aspek spiritual 
dalam tata kelola pendidikan merupakan pendekatan baru yang mampu mengisi kekosongan 
literatur akademik sekaligus menawarkan model pengelolaan dana BOS yang berkelanjutan, etis, 
dan mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. 

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar sekolah dan pengelola dana BOS menjadikan 
nilai-nilai spiritual sebagai fondasi dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, hingga pelaporan. Pemerintah dan pemangku kebijakan juga perlu memperkuat 
pelatihan yang tidak hanya menekankan aspek teknis regulasi, tetapi juga pembinaan moral dan 
spiritual bagi para pengelola dana pendidikan. Selain itu, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada 
pengembangan model implementasi nilai-nilai spiritual yang lebih terukur agar dapat diterapkan 
secara konsisten di berbagai satuan pendidikan, sehingga kebermanfaatan dana BOS benar-benar 
dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh warga sekolah. 

 
REKOMENDASI 

Berdasarkan temuan penelitian implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi 
dalam pengelolaan dana BOS harus diperkuat, serta melibatkan masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan dana BOS dapat digunakan secara optimal 
untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik di masa depan. Selain itu, bagi peneliti 
selanjutnya dapat mengembangkan bentuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji 
efetivitas pengelolaan dana BOS hingga saat ini. 
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